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TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang

BUPATI WONOGIRI

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang

lebih meluas dan mencegah semakin bertambahnya orang
terinfeksi/tertular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Wilayah Kabupaten Wonogiri, telah ditetapkan Keputusan
Bupati Nomor 360/106/HK/2020 tentang Penetapan Status
Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Kabupaten Wonogiri;

bahwa Pemerintah Kabtipaten Wonogiri bertanggungjawab
untuk melindungi warga masyarakat terkait ancaman wabah

Virus Corona,;

bahwa dalam rangka percepatan penanganan wabah Virus
Corona agar tidak meluas diperlukgn langkah-langkah cepat,
tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar organisasi/lembaga
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dari hasil
rapat koordinasi pada tanggal 27 Mei 2020 dengan diikuti
lembaga terkait di Kabupaten Wonogiri dipandang perlu
adanya perpanjangan status keadaan tanggap darurat
bencana wabah penyakit akibat Virus Corona;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan
Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Kabupaten Wonogiri;




Memperhatikan :

Mengingat
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Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 ,-Tahun 2007 tentang
Penanggulangén Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); -

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor

24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
120);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
143);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KELIMA
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MEMUTUSKAN :

Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Wonogiri sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2020.

Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona tersebut Diktum KESATU berlaku untuk
seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri




